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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara: 

Penggugat,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di  Dusun Randegan II RT.

020  RW.  009  Desa  Raharja  Kecamatan  Purwaharja Kota  Banjar.

Dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  khusus  kepada  Jenal,  SH.,MH..

Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di  Dusun Randegan I

RT.  007/003  Desa  Raharja  Kecamatan  Purwaharja Kota  Banjar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur  38 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di  Dusun Randegan II RT. 020 RW. 009

Desa  Raharja  Kecamatan  Purwaharja Kota  Banjar,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  Gugatan  secara  tertulis  dengan

surat Gugatannya bertanggal  10 Maret 2023, yang terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bjr

pada Kamis 15 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut: 
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1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada  tanggal  15  September  2005  di  hadapan  Pejabat  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan  Purwaharja  Kota  Banjar  dengan  Kutipan Akta  Nikah

Nomor : 171/09/IX/2005, tertanggal 15 September 2005 ;  

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu

rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun 4 bulan lamanya;  

3. Bahwa  selama  berumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama di Dusun Randegan II RT. 020 RW. 009 Desa Raharja Kecamatan

Purwaharja Kota Banjar dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Putra

Octorasatya, umur 14 tahun ;  

4. Bahwa  sejak  bulan  Januari  2022  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  mulai  goyah,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  kurang  cukup  memberi  nakfah

wajib (ekonomi) kepada Penggugat ;  

5. Bahwa sejak bulan Maret  2022 Penggugat  dengan Tergugat  berpisah

rumah sampai dengan sekarang yang mana Tergugat dengan Penggugat

masih tinggal  satu Lingkungan di  Dusun Randegan II  RT.  020 RW. 009

Desa  Raharja  Kecamatan  Purwaharja Kota  Banjar  akan  tetapi  berbeda

rumah ;  

6. Bahwa  Penggugat  sudah  meminta  bantuan  baik  kepada  orang  tua,

maupun kerabat  dekat,  untuk membantu  menyelesaikan masalah rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;  

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  karena lebih  banyak  madharatnya

daripada manfaatnya;  

8. Bahwa berdasarkan uraian  tersebut  di  atas  gugatan Penggugat  telah

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth.

Majelis  Hakim  agar  memanggil  kedua  belah  pihak  berperkara  dan

memeriksa  perkara  ini  serta  berkenan  menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut : 
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat  (Tergugat) talak satu Bain

Shugro kepada Penggugat (Penggugat);  

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;  

 Apabila  Pengadilan  berpendapat  lain  mohon  putusan  seadil-adilnya

menurut hukum (Aequo Et Bono); 

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat dan

Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  maksimal  melakukan  upaya

perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup

rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan

kepada  Penggugat  dan  Tergugat,  atas  penjelasan  tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  menyerahkan  sepenuhnya  kepada

Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk

Muhammad  Ihsan,  S.Ag.,  M.Ag.,  sebagai  mediator  yang  terdaftar  pada

Pengadilan Agama Kota Banjar, dan berdasarkan laporannya pada 3 Mei 2023,

mediasi yang dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai; 

Bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil, untuk sidang selanjutnya

Tergugat  tidak pernah datang lagi  menghadap dipersidangan dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  untuk  datang menghadap  sebagai  wakilnya  yang  sah,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novianti. Bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazagelen  dan  telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor  171/09/IX/2005 tanggal  15

September  2005  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  Purwaharja

Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup,  telah  dinazagelen  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,

tempat  tinggal  Dusun  Randegan  II  RT020  RW009  Desa  Raharja

Kecamatan  Purwaharja Kota  Banjar.  Saksi  mengaku  kenal  dengan

Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai  sepupu  Penggugat,

menyatakan  bersedia  menjadi  saksi  dan  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak Januari 2022;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat tidak

menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  pisah  rumah sejak  awal

tahun 2022;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. Saksi II,  umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian

Lepas,  tempat  tinggal  di  Dusun  Randegan  II  RT024  RW011  Desa

Raharja  Kecamatan  Purwaharja Kota  Banjar.  Saksi  mengaku  kenal

dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan  sebagai  Tetangga

Penggugat dan Ketua Lingkungan, menyatakan bersedia menjadi saksi

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan  memberikan  keterangan  di  bawah sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari  2022

tidak harmonis lagi;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  yang  menjadi  penyebab

perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  satu

tahun yang lalu;

- Bahwa  upaya  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan dengan alat-alat bukti

yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di

persidangan,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  dengan  Gugatan

Penggugat  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  mengabulkan  Gugatan

Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;
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Menimbang  bahwa  terlebih  dahulu  Majelis  mempertimbangkan

keabsahan  Surat  Kuasa  Khusus  yang  dibuat  Penggugat  serta  kedudukan

Penerima Kuasa sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Maret 2023 yang

dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 155/K/III/2023 yang diberikan kepada

Penerima  Kuasa,  telah  memenuhi  unsur  kekhususan  karena  secara  jelas

menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan

memuat  materi  telaah  yang  menjadi  batas  dan  isi  dari  materi  kuasa  yang

diberikan,  selain  itu  Penerima  Kuasa  telah  disumpah  di  hadapan  Ketua

Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis

berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya  Penerima  Kuasa  harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai

kedudukan  dan  kapasitas  sebagai  Subjek  Hukum  yang  berhak  melakukan

tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil Gugatan Penggugat

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2)

HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

para  pihak  berperkara  telah  diperintahkan  untuk  dipanggil  dan  menghadiri

persidangan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  datang  menghadap  di  persidangan

didampingi  kuasa  hukumnya,  demikian  juga  Tergugat  datang  menghadap

sendiri dipersidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua
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dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  143  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi

Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan

kedua belah pihak yang beperkara, maka Majelis Hakim telah berupaya secara

sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut

sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

revisi atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim

telah  menunjuk Muhammad  Ihsan,  S.Ag.,  M.Ag.,  sebagai  mediator  dan

berdasarkan  laporan  mediator  tanggal  3  Mei  2023,  mediasi  tersebut  tidak

berhasil;

Menimbang, oleh karena setelah proses mediasi tidak berhasil ternyata

Tergugat  pada  sidang  selanjutnya  tidak  pernah  datang  lagi  menghadap

dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan hadir, bahkan

telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, serta tidak ternyata tidak hadirnya

tersebut  disebabkan  suatu  halangan  yang  sah,  maka  pemeriksaan  perkara

selanjutnya dilakukan diluar hadir Tergugat;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat  ahli  fiqih  Ahmad bin  Ali  Ar  Razi  Al  Jashos dalam Kitab   Ahkamul

Qur'an Juz V  halaman 190 terbitan Dar Ihya'  At Turats,  Beirut  tahun 1984

Masehi yang berbunyi: 

مَنْ دعُِيَ إلِىَ حَاكمِِ المُْسْلمِِينَْ فلَمَْ يجُِبْ فهَوَُ ظاَلمٌِ لَ حَقّ لهَُ

Artinya  :  “Barang  siapa  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian  enggan  menghadiri  panggilan  tersebut  maka  dia  termasuk  orang

yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat mengajukan bukti-bukti  sesuai  dengan ketentuan Pasal  164 HIR,

yaitu alat bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan,

maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;
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Menimbang,  bahwa bukti  tertulis  yang diajukan Penggugat  yaitu  bukti

surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

telah  memenuhi  syarat  formil  bukti  karena  merupakan  akta  autentik  sesuai

dengan ketentuan Pasal  165 HIR jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi

syarat  materil  bukti  karena  isinya  mendukung  terhadap  dalil  Penggugat

menyangkut  tentang  keabsahan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  jo. Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.  Berdasarkan  hal

tersebut di  atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara

keduanya  merupakan  pasangan  suami  isteri  yang  sah  dan  karenanya

Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini  (persona standi  in

judicio);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi,

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah

memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta

telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  (Saksi  I)  merupakan

sepupu Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan Tetangga

Penggugat  dan Ketua Lingkungan,  menerangkan  mengenai  terjadinya pisah

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu tahun

yang lalu sampai dengan sekarang dan Tergugat sudah tidak memperdulikan

Penggugat,  adalah  fakta  yang  dilihat/didengar/dialami  sendiri  dan  bukan

pendapat  atau kesimpulan sendiri  dan relevan dengan dalil-dalil  yang harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  juga  keterangan  yang  disampaikan  saksi-saksi

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal  172  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat

serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan

P.2 serta 2 orang saksi),  Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

15 September 2005;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  harmonis

sejak Januari 2022;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun

yang lalu;

6. Bahwa  sudah  dilakukan  upaya  perdamaian  terhadap  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  salah  satu  alasan  perceraian

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f)  jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga“;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  dikonstatir di

atas,  telah  terbukti  di  persidangan  bahwa  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

satu tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya

masing-masing sebagai  suami  dan istri.  Perpisahan ini  mengakibatkan tidak

adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kenyataan  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah

tanpa  adanya  alasan  yang  jelas  untuk  kepentingan  rumah  tangga  mereka.

Kejadian  tersebut  diperkuat  lagi  dengan  adanya  tekad  yang  kuat  dari

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan

batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan

adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan

itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan

kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  tanpa  ingin

memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat

“sudah  pecah”  (broken  marriage),  tidak  mungkin  lagi  dipertahankan  karena

Penggugat sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam

kondisi  tersebut  hanya  sia-sia  belaka,  karena  tidak  akan  mungkin  dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia

seperti  yang  diharapkan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan

Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

كنُوُا إلِيَهَََْا وجََعَََلَ كمُْ أزَْواَجًََا لتِسَََْ ومَِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَمُْ مِنْ أنَفْسََُِ

 بيَنْكَمُْ مَودَةًّ ورََحْمَةً إنِّ فيِ ذلَكَِ لَياَتٍ لقِوَمٍْ يتَفَكَرُّونَ

Artinya : dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya  kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 38 K/AG/1990 tanggal  22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993

tanggal  25  Juni  1996  bahwa  dalam  perkara  perceraian  tidak  perlu  untuk

menggali  fakta  tentang  apa  dan  siapa  yang  menyebabkan  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
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akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  237.K/AG/1998,  tanggal  17  Maret  1999,  menyebutkan  “sepasang

suami-isteri  telah  cekcok  satu  sama  lain  dan  keduanya  tidak  lagi  hidup

bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk

mengemukakan  dalil  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Kitab  Iqna’ juz  II

halaman 133 yang kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis sebagai

berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

artinya:  di  waktu  istri  telah  memuncak kebenciannya terhadap suaminya,  di

situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Gugatan  Penggugat

dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan

talak ke 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya; 

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat   (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);  

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Kota  Banjar

dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei

2023 Miladiyah,  bertepatan dengan tanggal  19 Syawwal  1444 Hijriyah, oleh

kami  Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Muhamad Hasan,S.H

dan  Ali  Zia  Husnul  Labib,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum,  oleh  Dodi  Yudistira,  S.Ag.,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  didampingi

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Destiara Meisita Fafitasari, M.Kn.  sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd 

Muhamad Hasan,S.H

Ketua Majelis,

Ttd 

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Ttd 

Ali Zia Husnul Labib, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd 

Destiara Meisita Fafitasari, M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

1.-------------------------------Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 

1.-------------------------------Biaya proses Rp 75.000,00 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-------------------------------Biaya Panggilan Rp 625.000,00

3.-------------------------------PNBP Panggilan-----------Rp 30.000,00

4.-------------------------------Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-------------------------------Meterai Rp        10.000,00   

Jumlah biaya Perkara Rp 780.000,00 

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


